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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

5.1.1 Implementasi Diversi 

Berkaitan dengan implementasi diversi pada tahap penyidikan, 

penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum 

pengadilan kota kupang, Maka dapat disimpulkan bahwa: 

a) Ditahap Penyidikan 

       Implementasi diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kupang Kota, 

Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, secara umum sudah sesuai dengan tata 

cara diversi dan juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversi 

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 

UU SPPA. 

b) Ditahap Penuntutan 

       Pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga dari 

hasil wawancara dan data/jumlah kasus  yang peneliti peroleh, sudah 

sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi ( Pasal 42 UU 

SPPA ), juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversi ( Pasal 7 ayat 

(2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA ) 

c) Ditahap Pemeriksaan di Pengadilan 

       Pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kota Kupang 

Klas 1A dimana dari hasil wawancara dan data/jumlah kasus  yang peneliti 

peroleh, sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi ( 

Pasal 52 UU SPPA ), juga  memperhatikan syarat dan ketentuan diversi ( 

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA ). 
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5.1.2 Hambatan Dalam Implementasi Diversi 

a) Ditahap Penyidikan 

Pada tahap penyidikan baik di polres kota kupang, polsek alak, 

maupun polsek kelapa lima, hambatan dalam implementasi diversi 

yakni  

 Tidak adannya persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga 

korban terkait kesepakatan diversi,  

 Keterlambatan dari pihak Bapas dalam melaporkarn hasil 

penelitiannya ke penyidik terkait anak. 

b) Ditahap Penuntutan 

 Adanya penolakan dari pihak korban ketika pada saat 

ditawarkan diversi, sehingga diversi tidak dapat dilakukan. 

 Tidak adannya persetujuan dari pihak anak korban atau 

keluarga korban terkait kesepakatan diversi. 

c) Ditahap Pemeriksaan perkara di Pengadilan 

Pada tahap ini, hambatanya yakni tidak ada persetujuan dari pihak 

anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversi. 

Selain hambatan-hambatan tersebut, ada juga kekurangan khususnya pada 

tahap penyidikan di polsek kelapa lima maupun polsek alak, yakni tidak 

tersedianya ruangan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan 

kasus/perkara anak melalui diversi. 

5.2  Saran 

      Dari hasil penelitian terkait implementasi diversi pada tahap penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan 

negeri kota kupang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

a) Kepada fasilitator baik penyidik anak, penuntut anak, hakim anak, serta 

Bapas maupun  orang tua/keluarga dari anak korban, harus lebih 

memperhatikan kepentingana hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan agar 

tidak harus selesaikan dengan jalur hukum. Upaya diversi dengan jalur 

musyawarah/kekeluargaan merupakan jalan terbaik agar anak sebagai 

pelaku kejahatan tidak seharusnya dihukum tetapi bisa juga dengan ganti 
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kerugian berupa denda adat. Ini dilakukan agar kejahatan yang khusus 

dilakukan oleh anak dapat diminimalisir atau berkurang. 

b) Fasilitator dalam menawarkan diversi tetapi ditolak oleh pihak keluarga 

korban maka sebagai fasilitator harus tetap mengupayakan diversi agar 

tujuan di upayakan diversi ( Pasal 6 UU SPPA) dapat terwujud. 

c) Bapas yang memliki peran penting dalam penerapan diversi juga harus 

lebih konsisten dengan waktu dalam memberikan hasil penelitiannya ke 

penyidik khususnya agar diversi bisa dilaksanakan dengan baik. 

d) Sangat penting adanya suatu ruangan khusus diversi di polsek-polsek demi 

kenyaman dan keseriusan dalam penerapan diversi. Oleh karena itu perlu 

dibuatkan satu ruangan khusus diversi agar proses diversi dapat 

berlangsung dengan baik dan nyaman. 
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